. PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

K ebijakan fiskal merupakan kebijakan yang diambil pemerintah untuk mengarahkan
kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan melakukan perubahan
kebijakan dalam hal penerimaan dan pengeluaran negara. Jalur pertama dijalankan
dengan melakukan diskresi fiskal, namun apabila fiscal space untuk melakukan
diskresi fiskal tidak besar jumlahnya, sulit bagi pemerintah untuk melakukan
kebijakan fiskal yang dapat mempengaruhi kondisi perekonomian Indonesia secara

|uas.

Menurut RitaHelbra .dkk (2013) Fiscal space adalah ruang gerak pemerintah
mengal okasikan dana untuk investasi dan pembangunan, ruang gerak akan semakin
terbatas apabila proporsi anggaran belanja negara yang bersifat mengikat seperti
mandatory spending ini lebih besar daripada yang tidak mengikat. Proporsi belanja

negara yang mengikat dan tidak mengikat dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 1. Perkembangan Komposisi Belanja Negara Mengikat Dan Tidak

Mengikat Tahun 2008 - 2013
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Sumber: Kementrian Keuangan

Pada grafik 1 dapat kitalihat bahwa proporsi belanja yang mengikat |ebih besar dari
belanja yang tidak mengikat. Jumlah belanja mengikat berkisar antara 75,4 persen
sampai dengan 82,2 persen sementara jumlah belanja yang tidak mengikat berkisar
antara 17,8 persen sampai dengan 24,6 persen. Jumlah belanja yang mengikat kurang
lebih sepertigakali lipat dari jumlah belanja yang tidak mengikat. Hal ini
mengindikasikan fiscal space yang dimiliki oleh pemerintah terbatas. Walaupun
tingkat belanja yang mengikat dari tahun 2007 sampai dengan 2012 semakin
menurun akan tetapi tingkatnya masih cukup besar jika dibandingkan tingkat belanja

yang tidak mengikat.

Belanja yang bersifat mengikat tersebut berupa pos belanjarutin antaralain belanja
pegawai, belanja subsidi dan pembayaran bunga utang. Jumlah belanja mengikat
yang proporsinya lebih besar dari belanja yang tidak mengikat menyebabkan
pemerintah mengalami kesulitan untuk dapat melakukan kegiatan belanja negara

yang berkualitas dan memberikan multiplier effect yang besar terhadap



perekonomian. K eleluasaan atau fleksibilitas belanja sangat diperlukan oleh
pemerintah untuk mendesain program-program kegiatan yang lebih baik; yang dapat
diukur melalui empat pilar dampak yang dikehendakinya: pertumbuhan ekonomi (pro
growth), menciptakan kesempatan kerja (pro job), mengentaskan kemiskinan (pro
poor), dan mendukung pembangunan yang inklusif, berkelanjutan dan ramah

lingkungan (pro environment). (Helbra .dkk, 2013)

Terdapat beberapa peluang yang dapat dimaksimalkan oleh pemerintah dalam
mengatasi rijiditas fiskal ini sehingga dapat memaksimalkan fiskal space yang ada
sehingga dapat menghindarkan dari situasi ekonomi yang berbahaya dengan
menggunakan kebijakan fiskal.

1. Mengubah pendekatan atas penentuan anggaran pendidikan yang ditentukan 20%
dari anggaran belanja ke pendekatan 20% dari pendapatan yang diterima
pemerintah. Sehingga apabilaterjadi penambahan pembiayaan dengan cara
meningkatkan utang, tidak perlu mengal okasikan utang ini pada anggaran
pendidikan sehingga utang dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk tujuan awal
utang itu sendiri. Hal ini memungkinkan untuk dilakukan karena pada dasarnya
UUD 1945 hanya mengatur alokasi pendidikan 20% dari APBN tanpa menyebut
dari penerimaan atau belanja, hanya UU pendidikan yang menegaskan 20% dari
belanja sehingga masih dapat diubah oleh pemerintah bersama DPR

2. Mengurangi subsidi listrik dan subsidi energi secara bertahap agar tidak terlalu
membebani anggaran walaupun langkah ini perlu dikaji lebih lanjut seperti apa

dampaknya bila subsidi ini dikurangi, sangat berbahaya bilamana pemerintah



memiliki ruang fiskal yang besar namun dampak yang ditimbulkan dari
pengurangan subsidi lebih besar. Subsidi yang tidak tepat sasaran juga dapat
menjadi target dalam mengurangi alokasi penganggaran atas subsidi.

. Peningkatan penerimaan baik dengan penerimaan sektor pajak ataupun dari
sektor non-pajak. Sektor non-pajak ini terutama dalam pengembangan ekonomi
kreatif yang saat ini sedang digalakkan pemerintah, selain usaha penambahan
dari sektor pertambangan. Sekalipun hal ini tidak mengurangi prosentase
discretionary spending yang dapat digunakan, namun secara jumlah dapat
bertambah besar sehingga untuk menerapkan kebijakan fiskal pemerintah
memiliki danayang lebih besar daripada sebelumnya.

. Menerapkan skema PPP (Public Private Partnership) dalam “membantu”
pemerintah melakukan pembangunan infrastruktur. Hal ini pada dasarnya dapat
dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mengakali rijiditas fiskal yang terjadi,
namun perlu dipertimbangkan sisi politis dan pertimbangan cost-benefit dari
skemaini

. Meningkatkan efisiensi belanja terkait pengeluaran yang bersifat artificia
mandatory seperti pengeluaran operasional pemerintah.

. Menjamin efektivitas atas belanja yang bersifat mandatory spending seperti
dengan menerapkan audit kepatuhan, serta menerapkan evaluas atas kegiatan
tersebut sehingga dapat berdampak pada perekonomian nasional.

. Memperkuat kewenangan pemerintah dalam hal melakukan usulan perubahan
undang-undang dalam mempersempit mandatory spending walaupun perlu

didukung oleh DPR. (Radistya)



Pemerintah melalui nota keuangan APBN 2014 mendefinisikan Ruang Fiskal (Fiscal
Soace) sebagai ketersediaan sumberdaya keuangan bagi pemerintah untuk membiayai
kebijakan yang diinginkan melalui anggaran. Ruang fiskal selamaini masih terbatas,
disebabkan oleh anggaran belanja negara yang setiap tahunnya lebih besar digunakan
untuk membiayai belanja yang bersifat mengikat berupa pos belanjarutin antaralain

belanja pegawai, belanja subsidi, dan pembayaran bunga utang.

Belanja subsidi merupakan faktor pengurang terbesar terhadap fiscal space sehingga
diupayakan dikurangi secara bertahap agar fiscal space bisatetap terjaga. Selain
belanja subsidi, faktor pengurang lainnya adal ah belanja pegawai, pembayaran bunga
utang, dan alokasi transfer ke daerah. K etentuan peraturan perundangan yang akan
diterbitkan diupayakan menghindari terciptanya mandatory spending baru, dan lebih
berpihak pada ruang gerak pemerintah yang longgar dalam meningkatkan multiplier

effect perekonomian, misalnya dalam bidang infrastruktur.

Pelaksanaan tiga fungsi utama kebijakan fiskal di Indonesia sangat tergantung pada
ruang fiskal (fiscal space) yang tersedia. K etersediaan ruang fiskal biasanya diukur
dengan besarnya anggaran diskresi (belanjatidak mengikat/wajib) yang tersedia.
Semakin besar anggaran diskresi yang tersedia maka semakin fleksibel kebijakan
fiskal untuk disesuaikan dengan situasi yang dihadapi tanpa harus mempengaruhi
kesinambungan fiskal dalam jangka panjang. Dengan semakin besarnya anggaran
diskresi, pemerintah dapat mengal okasikan anggaran sesuai dengan sasaran yang

ingin dicapai. (Sugema.dkk. )



Anggaran diskresi yang rendah mengakibatkan tiga hal. Pertama, pembiayaan untuk
pembangunan relatif terbatas, artinyafungs alokasi sulit untuk dipenuhi oleh
pemerintah. Kedua, prioritas pembangunan tidak sepenuhnya dapat dibiayai oleh
pemerintah. Ketiga, kebijakan fiskal pastinya menjadi kurang fleksibel karenaruang

geraknya yang menjadi sangat terbatas.

K ecenderungan menurunnya realisasi pengeluaran yang bersifat wajib membawa
konsekuensi pada keleluasaan penggunaan dana yang tersedia bagi pel aksanaan
berbagal program dan kegiatan pembangunan. Keleluasaan ruang gerak yang tersedia
bagi pemerintah untuk melakukan intervensi fiskal menjadi relatif tidak terbatas
(yaitu dalam bentuk stimulasi dari anggaran belanja negara terhadap kegiatan
ekonomi masyarakat, baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan
lapangan kerja produktif maupun pengentasan kemiskinan), dikarenakan dalam
beberapa tahun terakhir telah diambil beberapa kebijakan belanja negara.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen utama
dalam kebijakan fiskal. APBN merupakan alat yang dapat digunakan oleh pemerintah
untuk dapat mewujudkan tujuan pembangunan nasional yaitu meningkatkan
kesgjahteraan rakyat seluruh Indonesia. Dalam UUD 1945 Amandemen keempat
disebutkan bahwa APBN merupakan wujud dari pengelolaan keuangan negara
ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan

bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Anggaran negaraterdiri dari duasifat yakni yang bersifat mandatory dan non-

mandatory. Mandatory spending sebagai pengeluaran yang telah ditentukan oleh



undang-undang. Pengeluaran ini yang dalam undang-undang telah diatur berapa
besarannya (biasanya dalam persentase) dan mengurangi fiscal space dalam
pengelolaan kebijakan fiskal pemerintah. Non-Mandatory spending adalah

pengel uaran yang dalam besarannya tidak ditentukan dalam undang-undang dan tidak
mempengaruhi fiscal space walaupun pada praktiknya non-mandatory spending ini

dapat berubah menjadi sifatnya seperti mandatory spending. (Helbra .dkk, 2013)

Menurut Abimanyu (2010) kebijakan fiskal tidak dapat dilakukan dalam jangka
pendek, akan tetapi dapat dilakukan dalam jangka menengah. Kebijakan fiskal
berbeda dengan kebijakan moneter dimana kebijakan fiskal bersifat rigid (kaku),
sedangkan kebijakan moneter mempunyal dergjat fleksibilitas yang tinggi. Rijiditas
fiskal terjadi karena adanya salah satunya dari pengeluaran yang bersifat mandatory
sehingga memperkecil fiscal space untuk pemerintah memberlakukan kebijakan
fiskalnya. Rijiditas fiskal yang terlalu besar menyebabkan ruang gerak bagi
pemerintah menyempit dan pada akhirnya dapat membuat kebijakan fiskal
pemerintah menjadi tidak efektif dan tidak mencapal tujuan awal dari kebijakan fiskal

itu sendiri, yakni agar kondisi ekonomi stabil.

Istilah mandatory spending ini timbul karena adanya pengeluaran yang sifatnyawajib
karena diperintah undang-undang (mandat). Pengeluaran mandatory ini yang menjadi
salah satu penyebab berkurangnya fiscal space sebagai ruang gerak pemerintah dalam
memberlakukan kebijakan fiskal. Pengeluaran mandatory ini terkait APBN 2013

dalam undang-undang diantaranya adal ah anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari

APBN/APBD sesuai amandemen keempat UUD 1945 pasal 31 ayat 4 tentang



Penyediaan Anggaran Pendidikan dari APBN/ APBD, penyediaan DAU sebesar 26
persen dari penerimaan dalam negeri neto sesuai UU No0.33 tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, penyediaan alokas
anggaran kesehatan 5% dari APBN sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan, dan dana Otonomi Khusus untuk provins Aceh dan Papua masing-

masing sebesar 2 persen dari DAU Nasional. (Helbra .dkk 2013)

Besarnya mandatory spending yang terdapat pada porsi pengeluaran APBN ini
ditambah lagi dengan pengeluaran yang bersifat artificial mandatory seperti anggaran
untuk subsidi, cicilan utang sebagai konsekuensi dari penerapan anggaran defisit,
penyertaan modal pemerintah dalam lembaga internasional. Besarnya anggaran yang
bersifat mandatory spending maupun artificial mandatory, menyebabkan
Discretionary spending sebagai porsi anggaran yang dapat digunakan oleh
pemerintah untuk melakukan kebijakan fiskalnya menjadi kecil dan dapat
berpengaruh pada keefektifan kebijakan fiskalnya.

Grafik 2. Perkembangan Mandatory Spending, 2008-2013 (Triliun Rupiah)
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Dari grafik 2. dapat kitalihat bahwa jumlah mandatory spending dari tahun 2008
sampal dengan 2013 mengalami peningkatan yang cukup besar, untuk tahun 2013
jumlahnya hampir duakali lipat dari tahun 2008. Peningkatan tersebut disebabkan
penetapan besarnya mandatory spending tersebut adalah persentase dari
APBN/APBD, sehingga semakin besar jumlah APBN/APBD maka semakin besar
pulajumlah mandatory spending yang harus dikeluarkan dari seluruh dana

APBN/APBD.

Dari ketiga jenis mandatory spending yang terdapat pada grafik 2, transfer daerah
memegang porsi yang paling besar, kemudian pendidikan dan kesehatan. Hal ini
sgjalan dengan besarnya persentase yang diwajibkan untuk masing-masing
pengeluaran tersebut, yaitu transfer ke daerah sebesar 26 persen kemudian pendidikan

20 persen dan kesehatan sebesar 5 persen.

Besaran mandatory dan nondiscretionary spending yang besar tersebut berakibat
pada semakin sempitnya ruang fiskal (fiscal space) bagi Pemerintah untuk memenuhi
kebutuhan belanja-belanja yang bersifat mendesak pada setiap tahunnya seperti
belanja untuk pembangunan infrastruktur dan pemberian bantuan sosial bagi rakyat
yang membutuhkan. Ketika Pemerintah benar-benar memerlukan tambahan belanja
yang mendesak maka Pemerintah tidak mempunyai ruang fiskal yang cukup untuk
menutup kebutuhan tersebut karena mayoritas dana APBN sudah di alokasikan untuk

mandatory dan nondiscretionary spending. (Aziz, 2013)
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Sumber investasi berasal dari dua sumber yaitu swasta dan pemerintah, sumber
investasi pemerintah berasal dari APBN yaitu sisi belanja negara. Belanja negara
sendiri dari sisi peruntukkannya terbagi menyaji belanjawajib dan belanja
diskrisioner. Selain investasi, maka tenaga kerja merupakan suatu faktor yang
mempengaruhi output suatu negara. Angkatan kerjayang besar akan terbentuk dari
jumlah penduduk yang besar. Namun pertumbuhan penduduk dikhawatirkan akan
menimbulkan efek yang buruk terhadap pertumbuhan ekonomi. (Rustiono, 2008)
Menurut Todaro (2000) pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong timbulnya
masal ah keterbel akangan dan membuat prospek pembangunan menjadi semakin jauh.
Namun demikian jumlah penduduk yang cukup dengan tingkat pendidikan yang
tinggi dan memiliki skill akan mampu mendorong lgju pertumbuhan ekonomi. Dari
jumlah penduduk usia produktif yang besar maka akan mampu meningkatkan jumlah
angkatan kerja yang tersedia dan pada akhirnya akan mampu meningkatkan produksi

output.

Dengan pendapatan dan pengeluaran yang bergerak berlawanan anggaran secara
otomatis menyesuaikan. Y aitu memperlebar ruang fiskal saat perekonomian baik dan
memperkecilnya saat ekonomi memburuk. Sebuah potensi perekonomian bersandar
pada duavariabel utama: ukuran tenaga kerja dan produktivitasnya. Ruang fiskal
akan membesar dan mengecil sebagai respon terhadap perkembangan ekonomi, dan
kebijakan anggaran akan menyesuaikan diri dengan perubahan dalam kinerja.(Moeis,

2012)



11

Berdasarkan kondisi tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai
permasal ahan ini, dan menyajikannya ke dalam bentuk penelitian ini berjudul
“Pengaruh Ruang Fiskal dan Produktifitas Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan

Ekonomi Di Indonesia periode 2001-2013”

B. Rumusan Masalah

Ruang fiskal merupakan suatu produk kebijakan pemerintah, Berdasarkan latar

belakang yang telah diuraikan, maka pokok permasalahan yang akan dikaji dalam

penelitian ini adalah melihat pengaruh ruang fiskal yang merupakan hasil dari total

belanja negara dikurangi belanja pegawai, pembayaran pokok bunga dan hutang,

subsidi, belanja pendidikan, belanja kesehatan dan transfer daerah dan produktivitas

tenaga kerja yang dihitung dengan rumus produk domestik bruto riil dibagi jumlah

tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang dirumuskan sebagai

berikut :

1. Apakah adapengaruh ruang fiska terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia
?

2. Apakah ada pengaruh produktifitas tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi
di Indonesia?

3. Apakah ruang fiskal dan produktivitas tenaga kerja secara bersama sama

berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia?
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C. Tujuan Pendlitian

Tujuan dari pendlitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh ruang fiskal dan
produktivitas tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia periode 2001

- 2013.

D. Kerangka Pemikiran

Sumber investasi berasal dari dua sumber yaitu swasta dan pemerintah, sumber
investasi pemerintah berasal dari APBN yaitu sisi belanjanegara. Belanja negara
sendiri dari sisi peruntukkannya terbagi menyaji belanjawajib dan belanja
diskrisioner. Menurut Nota Keuangan dan APBN 2010 belanja diskrisioner
merupakan hasil pengurangan total belanja dengan belanjawagjib. Selisih [ebih inilah
yang dikenal sebagai ruang fiskal pemerintah yaitu ketersediaan dana pemerintah
untuk membiayal kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong pertumbuhan, seperti

proyek-proyek infrastruktur.

Risiko lain dari terbatasnya ruang gerak pemerintah dalam mengatur kebijakan
fiskalnya adalah kecilnya belanjamodal, baik yang dialoksikan dalam APBN maupun
APBD. Khusus untuk belanja daerah, dalam periode 2008-2012, rata-rata alokas
belanjamodal untuk keseluruhan daerah di Indonesia sebesar 24,3 persen. Jadi,
Daerah juga mengalami keterbatasan untuk membangun infrastruktur seperti jalan,

jembatan, waduk, irigasi, dsb.
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Selain investasi, maka tenaga kerja merupakan suatu faktor yang mempengaruhi
output suatu negara. Angkatan kerja yang besar akan terbentuk dari jumlah penduduk
yang besar. Namun pertumbuhan penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan efek

yang buruk terhadap pertumbuhan ekonomi.

Menurut Todaro (2000) pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong timbulnya
masal ah keterbel akangan dan membuat prospek pembangunan menjadi semakin jauh.
Namun demikian jumlah penduduk yang cukup dengan tingkat pendidikan yang
tinggi dan memiliki skill akan mampu mendorong lgju pertumbuhan ekonomi. Dari
jumlah penduduk usia produktif yang besar maka akan mampu meningkatkan jumlah
angkatan kerja yang tersedia dan pada akhirnya akan mampu meningkatkan produksi

output. (Rustiyono, 2012)

Tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang menunjukkan perubahan
kinerja perekonomian negara. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi
secarariil dari tahun ke tahun dapat dilihat dari pdb rill atas dasar harga konstan.
Pertumbuhan yang positif mencerminkan adanya peningkatan dalam perekonomian.
Sebaliknya, jika pertumbuhan yang negatif merefleksikan terjadinya penurunan

aktivitas ekonomi.
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Gambar 1. Kerangka Pikiran Analisis Pengaruh Ruang Fiskal dan
Produktivitas Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan di Indonesia
Tahun 2001 - 2013

E. RuangLingkup

Penelitian ini menggunakan pdb riil atas dasar harga konstan tahun 2000 sebagai

pertumbuhan ekonomi. Data ruang fiskal diperoleh melalui penghitungan sesuai

dengan definisi ruang fiskal menurut nota keuangan dan apbn 2010 yang dikeluarkan

oleh kementrian keuangan.sedangkan data untuk variabel tenaga kerja digunakan data

angkatan kerja yang bekerja berdasarkan statistik Indonesia yang di publikasikan oleh

BPS.

F. Hipotesis

Hipotesis dalan penelitian ini yaitu:

1. Ruangfiska berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

2. Produktifitas tenaga kerja berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di

Indonesia
3. Ruang fiskal dan produktivitas tenaga kerja secara bersama sama berpengaruh

secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.



